KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 43 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka tertib dan kelancaran pengelolaan
keuangan dan kegiatan pengadaan barang/jasa pada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu,
dipandang perlu menunjuk/mengangkat pegawai yang
berkompeten untuk menjabat dan melaksanakan tugas
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pasangkayu tentang Penunjukan/Pengangkatan
Pejabat Pembuat Komitmen Pada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor S5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemillhan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
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10.

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738]);
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6267);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523};

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang  Pengadaan = Barang/Jasa  Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 67);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023
tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran
Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun
2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan
Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
1082);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
347);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 826);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun
2025 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran
Belanja Negara Serta Akuntansi Pelaporan Keuangan di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan
Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

16. Surat Pengesahan Daftar [sian Pelaksanaan Anggaran
Tahun = Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-
076.01.2.659381/2026 tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASANGKAYU TAHUN 2026.

Menunjuk/Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK])

atas nama:

Nama : Kiraman, S.Kom., M.M.

NIP : 19860829 201012 1 001

Pangkat/Gol : Penata Tk.], III/d

Jabatan : Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum
Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan
kewenangannya harus memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) KPU Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026.
Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu
Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat
Komitmen Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pasangkayu Tahun 2026, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

idih.kpu.eo.id/sulbar/pasangkavu




| Ditetapkan di Pasangkayu
} pada tanggal 2 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

BAHRUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
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